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Mengingat 

GUBERNUR PAPUA DARAT 

PWRATURAN GUBERNUR PROVINS! PAPUA BARAT 

NOMOR 35 Ti\HUN 2022 

TENTANG 

STANDAR HARCA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 

01':NGAN RAHMATTUHAN YA.NG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketetnutan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mcnerapkan Peraturan 
Gubernur tcntang Standar Harga Saruan Tahun Anggaran 
2023. 

: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun l <145; 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi trian Jaya Tcngah, Provinsi lrian 

.Jaya Barat, Kabupatcn Panial, Kabupatcn Mimika, 
Kabupatcn Puncak Jaya Dan Kota Somng (Lembaran 

Negara l<epublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

'l'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesis 

Nomor 3894) sebagaimana tclah diubah dengan 
Undnng-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
1999 'T'cntang Pembentukan Pn,vin-si Irian Jaya 

Tcngah, Provinsi Jrian Jaya Barat, Kabupatcn Parriai, 
Ka.bupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 
Sorong (l.t:-mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 



. 2. 

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negar& Republik 
Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tcntang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tohun 2001 Nomor 13S, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagairnana telah diulr&h beberapa kali 

tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-llndang Nomor 
21 Tahun 200 I tcntang Otonomi Khusus flasi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor o697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamhahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

tclah diubah dcngau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tcnrang Harmonisasi Peraturan Pcrpajakan 
[Lembaran Negara Republik I ndoncsia Tahun 2021 
Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) scbagaimana 
telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2CY2 I Nomor 246, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik I ndoncsia Nomor 6736); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor i;234) sebagaimana tclah diubah 
dcngan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2011 tentang Pembcntukan Pcraruran 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kntang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 1'ambahan 

Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang MiHk Nc:gara/Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraruran Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang 
Pcrnbinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 604 1 ); 
10. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenrang 

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Rcpubfik Indonesia 1'ahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
11. Peraruran Presidcn !Nomor 16 Tahun 2018 tcntang 

Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah (Lembaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 1'ahun 2021 tcntang Perubahan Alas 
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Peraturan Presidcn Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah [Lcrnbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6.1); 

12. Pcraturan Prestden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (tembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

1 :l. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
scbagaimana telah diubah dengan f'craturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan Atas Pcraturan Menleri Dalam Ncgcri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia 

Tahun 20JQ Nomor 157); 
14. Pcraruran Mcntcri Dnlam Negeri Nornor 19Tahun 2016 

tentang Pedoman Tcknis l'cngelolaan Barang Milik 

Daerah (llerita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tenatng Sistcm Informasi Pernerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 90 Tahtm 2019 

renatng Klasifikasi, Kodeflakai, Dan Nomcnklatur 

Perencanaan Pemabnguan Dan Keuangan Daerah 

[Berita Negara Repoublik Indonesia Tahun 201 g Nomor 

1447); 
17. r>craturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor n Tahun 20'.lO 

tentang Pedoman Teknis Pcngclolaan Keuangan 
Daerah (A<;rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

18. Peraturan Dacrah Provinsi Papua Barat Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembcnrukan Dan Susunan 

Perangka! Daerah [Lcmbaran Daerah Provinsi Papua 

Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Papua Baral Nomor 91); 
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MF.MUTUSKAN: 

Menetapkan PlsRATlJRAN Cll!RF.RNUR TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 

PEMERJNTAH PROVINS! PAPUA BARAT TAIIUN ANGGARAN 

2023. 

HAH I 

Kr:rr:NTUAN lJMlJM 

Pasal 1 
Dalam Peraruran Guhernur ini yang dimaksud dengan: 

l. Daerah adalah Provinsi Papua Bamt. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemcrintah Dacrah Provinsi Papua Barat, 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat. 
4. S:-ltt,t::3n Kcrja Pcrartgkar Daer-ab _y:,ng ecfanj'urrrya disingk.at SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pernerintah Daerah Prcvinsi selaku pcngguna 
anggaran/pcngguna barang. 

5. Dokumcn Pclaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah yang 

sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pcndapatan dan belanja SKI'D atau dokumen yang memuat pendapatan, 

bclanja dan pcmbiayaan oKPD yang melaksanakan Iungsi Bendahara 
Umum Daerah yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan Anggaran 
oleh Pengguna Darang. 

6. Standa.r satuan harga barang/jasa adalah standar harga barang/jasa 

yang digunakan dalam mcnyusun perencanaan angga.ran belanja daerah. 
7. Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah tcrmasuk 

pajak. 

Pasal 2 

Maksu<l dilctapka!lnya Peraturan Cubemur mt untuk mewujudkan 
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, 

transparan, adil, dapat dipertanggungiawabkan mclalui standarisasi satuan 
harga harn.ng/jas�. 
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Pasal 3 

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk: 

a. menjadi salah satu dasar dalam pcnyusunan perencanaan dan 

penganggaran yang bcrdasarkan pada tolok ukur kincrja; 
b. menentukan kewajaran belania dalam melaksanakan suatu kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

c. merninimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jclas yang mcnyebabkan 
inefisiensi anggaran, dan 

d. meningkatkan efisiensi dan efektifuas dalam Standar satuan harga 
barang/jasa untuk pcngadaan barang/jasa kebutuhan Pcmerintah 

Provinsi Papua Barnt. 

11Al3 II 

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK PENCADAAN BARANG/,JASI\ 

Pasal 4 

( 1) Standar satuan harga hamng/jasa terdiri dari pembelian atas suatu 

barang/jasa yang rlihutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya. 

(2) Sr.andar saruan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan dalarn penyusunan dolrumen perencanaan anggaran belanja 
Oacrah dcngan kctcntuan scbagai berikut: 

a. tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga 
Pcrkiraan Scndiri; dan 

b. untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang basil 

tcrnpahan, dalarn penyusunan dokumen pcrcncanaan anggaran 
belanja Daerah diterapkan sesuai kcbutuhan pelaksanaan kegiatan 

dan dilaksanakan dengan mcmpcdomani harga pasar dan kctcntuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

(3) Standar satuan harga barang/jasa scbagairnana dimaksud pada ayal (1) 
tercantum dalarn lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Cubcmur ini. 

l'aAAI 5 
(1) SKPD dalam melaksanakan kegiatannya bcrpcdoman pa.da 01'/\ SKPD. 

(2) Pcmbclian untuk kcgiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) sesuai harga pasar dcngan batas paling tinggi 
scbagaimana diatur dalarn Peraturan Gubcmur ini. 
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Pasal 6 

(1) Apabila terdapat jenis barang yang Lidak tercantum dalam lampiran 
Peraruran Gubernur ini, spesiflkasi barang yang tidak sesuai dcngan 
perencanaan disebabkan karena harga pasar barang yang akan diadakan 
lcbih tinggi dari DPA SKI'D, spesifikasi barang tidak diperoleh di pasar 
arau spcsifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPO tidak 
sesuai dcngan kondisi aktual pelaksanaan kcgiatan, maka dilakukan 
pcmutakhiran bcrdasarkan: 

a. usulan SKPD; 

b. perubahan kcbijakan; dan/atau 

c, pcrubahan pcraturan pernndang-undangan, 
(2) Pcmutakhiran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 

rnelakukan verifikasi dan validasi atas perubahan lampiran Peraturan 
Gubernur ini. 

(3) Pcmutakhiran tcrhadap larnpiran Peraturan Gubernur ini ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 
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BABY 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dcngan pcnempatannya dalaln Berita Dacrah Provinsi Papua 
Ba rat. 

Ditetapkan cli Manokwari 
pada tanggal S Desember 2002 

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT 

CAP/TfD 

PAULUS WATERPAUW 

Diudangkan di Manokwari 

pada tanggal 6 Desember 2022 

Pj. SEKR£'I'AR1S l)AJ,;RAH PROVINS! PAPUA BA RAT 

CAP/ITD 

DANCE SANGKEK 

BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36. 

· ashnya, 

Dr. Roberth ar, S.H., M.Hum., M.M., CLA 
Pembina Utama Madya 

NIP. 196508181992031022 


